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BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

“ERUBAHAN KiZ"'iGA ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG FENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

vlenimbang . vahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4
Tahur 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran,
scrta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan
Pemerintah Dacrah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran
nenanganan COVID-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
fiurul &, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 57
Pahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
3elarija Dacrah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Dacrah dacrah Tingkat I1 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara  vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunangan Negara
fLermmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
vengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Newara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lombiiran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undeng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keaanigan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(l.ombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
‘rnhbihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



3.

tndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Ketribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Yahur 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5049);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
~embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
iacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
<+4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
55871 scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Unidang-Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga
sias Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Jemecintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia

Ll 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 5679);
Peraluran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keuangan
fiepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028 );
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Jacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
SV N
furaiiran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
cerirebangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
~omer 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Sornnr 4575);
wratbaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik
sannesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
bepubiik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
fembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
‘Timbiahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Jenvosunan  dan Penerapan  Standar Pelayanan Minimal
~cmoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
«mbathan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
ceratiran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
van o Pengawasan  Penyelengaraan  Pemerintahan  Daerah
‘Lentharan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
~vratiran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
cucngan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
i1k Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
+ Republik Indonesia Nomor 4614},
“iativan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
etiga alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
~ccwiiukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
sewai Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
donesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Sepublik Indonesia Nomor 4712);
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loray ran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
:“7}}(1_2;"1\'2.1[181 Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘.’ {:1}I1Lll'l ;’OIO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
iatoresia Nomor 5165);

!"(.,311.:"23::;111 Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan
.'«.L;.m Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
cantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Cepueik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
citioran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Ceritsran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
- Autaly {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Fwidiiran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Ccvigan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
~e Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Orer H322)

i '(‘I(

ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Peatman . Pengelolaan  Keuangan Daerah, sebagaimana telah
‘tubih heberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Legerr 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan
lenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Y iolaan Keuangan Daerah:
iran Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang
sthan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
-agungjawaban  Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

eturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Cteran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
vt Anggaran 2020;

coriiiiran Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang

Dertcsihan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

-2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Pedoman Hibah dan

Cantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

veiera Daerah;

wrataran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
wecpatan s Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019 di
~iinngan Pemerintah Daerah;

certiran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014

vieon Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Nomor 07
e 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
~ari aten Takalar;

doran Mentert Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
TURL07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi
o Tambahan Tahun Anggaran 2020;
- ran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2019
iy Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
v Tahun Anggaran 2020;
vioran Bupati Takalar Nomor 05 Tahun 2020 tentang
erubahan atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 57 Tahun 2019
tcang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan * PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah
Rpl.157.022.816.516,00 berkurang  sejumlah Rp (107.108.026.000,00) sehingga
10.

menjadi Rp1.049.914.790.516,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 1.143.722.816.516,00
b. Bertambah /(berkurang) Rp (101.818.026.000,00)
Jumlah pendapatan setelah
perubahas Rp 1.041.904.790.516,00
2. Belanja
a. Semula Rp 1.149.022.816.516,00
b. Bertambali/(berkurang) Rp (107.108.026.000,00)

Jumlah belanja setelah perubahan Rp 1.041.914.790.516,00

Surplus/ (Defisit) Rp (10.000.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp 13.300.000.000,00
2. Bertambah (berkurang) Rp 0,00
Jumlah penerimaan setelah Rp 13.300.000.000,00
perubahan

b. Pengecluaran
1. Semula Rp 8.000.000.000,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp 0,00
Jumlah pengeluaran setelah Rp 8.000.000.000,00
perubaha

Jumlah pcmbiayaan netto setelah Rp 5.300.000.000,00
perubahan

Sisa lebih/(kirang) pembiayaan tahun Rp 5.290.000.000,00
berkenaan



Pasal 2

Penjabaran Perub.ian ol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
nada Lampiran pootare ¢

Pasal 3

~ampiran sebagai: iina - rooout dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dart peraturan in

Pasal 4
veraturan ini muion bert <n pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang raene lincinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
Gengan penempat nnya e Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 01 September 2020

BUPATI TAKALAR,

Diundangkan di 7 alar
cada tanggal 0! Sept e 2020

SEKRETARIZ'DA - 2AH

Y

SERITA DAERAF  ABU. v TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 24
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